
KEPATUHAN STANDAR 
PELAYANAN PUBLIK

SEKRETARIAT JENDERAL KEMHAN RI
BIRO INFORMASI PERTAHANAN



INTISARI KEGIATAN

Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan RI menyelenggarakan rapat
koordinasi dalam rangka mendukung penilaian kepatuhan standar pelayanan
publik oleh Ombudsman RI, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Rapat ini
dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Kementerian Pertahanan untuk
memastikan bahwa seluruh unit pelayanan publik menjalankan tugasnya
sesuai standar pelayanan yang berlaku, serta mendorong terwujudnya
pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat.

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Permenhan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertahanan.
Keputusan Sekjen Kemhan Nomor KEP/1924/XII/2024 tentang Program Kerja
dan Anggaran Biro Infohan Tahun 2025.
Keputusan Menhan Nomor KEP/1759/XII/2024 tentang Informasi Kinerja Bagi
Pegawai Kemhan.

Rapat koordinasi dijadwalkan pada Rabu, 7 Mei 2025 pukul 09.00 WIB
bertempat di Ruang Rapat Biro Informasi Pertahanan, Gedung A.H. Nasution
Lantai 9, Kemhan RI, Jakarta Pusat.

Peserta rapat adalah pejabat dari berbagai satker dan subsatker Kemhan
yang menyelenggarakan pelayanan publik, termasuk di antaranya Itjen, Ditjen
Strahan, Ditjen Pothan, Ditjen Kuathan, Puskod Baranahan, Puslaik, serta RS dr.
Suyoto. Masing-masing unit menugaskan pejabat yang membidangi
pengelolaan data, informasi, pengaduan, maupun perizinan sesuai lingkup
tugasnya.

Melalui rapat ini diharapkan tercapai pemahaman bersama mengenai
mekanisme penilaian kepatuhan Ombudsman RI, serta terbangunnya
kesiapan Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan sesuai prinsip
good governance.
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